
PERAN PEMERINTAH DALAM 

MEMPERTAHANKAN EKSISTENSI 

UMKM DI MASA PANDEMI COVID-19

Laporan Pengabdian kepada Masyarakat





Ketua





Memberi pemahaman dan

pelatihan ke pelaku UMKM

untuk mempertahankan

usahanya ditengah pandemi

yang diharapkan dapat

beradaptasi dengan Era

Society 5.0.

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini

bertujuan untuk memberi peningkatan

pemahaman, evaluasi, dan simulasi serta

pelatihan yang bermanfaat dan membantu

masyarakat khususnya pelaku UMKM untuk

mampu menjaga dan mempertahankan serta

mampu memanfaatkan peluang dan bantuan

dari pemerintah dalam menjalankan peran

UMKM untuk meningkatkan perekonomian.

Karena di masa pandemi Covid-19 peran UMKM

sangat penting dalam upaya memperbaiki dan

meningkat perekonomian negara indonesia

maka UMKM diharapkan mampu mengadaptasi

Era Society 5.0.

Pendahuluan



Latar Belakang

Pandemi Covid-19 di Indonesia sejak 

Maret 2020.

Perekonomian Indonesia terus mengalami 

negative growth selama tahun 2020.

Berbagai upaya pemerintah untuk 

menstabilkan perekonomian.

Bantuan pada UMKM.

Keefektifan UMKM pada negara dalam 

hitungan PDB.



Rumusan Masalah

Apa saja peran pemerintah untuk mendukung UMKM?

Bagaimana keberlanjutan UMKM di tengah pandemi? 

Bagaimana mempertahankan UMKM di era new normal 

hingga setelah pandemi berakhir?



Tujuan 

Kegiatan

Memberikan pemahaman tentang UMKM, 

bagaimana strategi yang baik untuk 

memulai dan mempertahankannya, serta 

menjelaskan peran pemerintah dalam 

upaya untuk mendukung UMKM kepada 

masyarakat umum.



Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan PPM 

Penyampaian materi 

dilakukan secara daring 

dengan konsep webinar di 

suatu aplikasi Zoom 

Meeting atau Microsoft 

Teams yang dapat 

memuat banyak peserta.

1. Mensosialisasikan apa 

itu UMKM dan 

Menjelaskan kepada 

masyarakat peran 

pemerintah dalam 

mendukung UMKM demi 

kestabilan perekonomian 

Indonesia. 

2. Mengajak masyarakat 

untuk mulai membentuk 

usaha kecilnya dan bila 

sudah terbentuk dapat 

mempertahankannya 

dengan baik. 

3. Artikel hasil Kegiatan 

Pengabdian Pada 

Masyarakat ini akan 

disebarluaskan dalam bentuk 

artikel yang setara dengan 

hasil riset dan dipublikasikan 

melalui Jurnal/Majalah 

Nasional.



• Jadwal aktivitas ini didahului

dengan analisis kebutuhan,

penyusunan modul, rekrumen

peserta /anggota, dan rencana

dilaksanakan pada 27 Mei 2021

dan dilaksanakan secara daring

melalui webinar

• Lokasi Kegiatan Melalui Webinar

(Zoom Meeting atau Microsoft

Teams).

JADWAL 

KEGIATAN



PELAKSANAAN





Host



















Sosialisasi Peran Pemerintah

DalamEksistensi UMKM

Masa COVID- 19

Oleh :
Dr. Melinda Malau, SE.,MM.,CBV.,CFRM.,CFA.,CPA



BADAN KEBIJAKAN FISKAL - KEMENTERIAN KEUANGAN RI

PANDEMI COVID-19 MEMBERIKAN EFEK DOMINO PADA ASPEK SOSIAL, EKONOMI, & KEUANGAN

Memberikan tekanan kepada perekonomian baik dari sisi supply maupun demand

KESEHATAN SOSIAL EKONOMI KEUANGAN

Penyebaran COVID-19 

yang mudah, cepat, 

dan luas menciptakan 

krisis kesehatan 

dengan belum 

ditemukannya vaksin, 

obat, serta 

keterbatasan alat dan 

tenaga medis.

Langkah untuk flattening 

the curve memiliki 

konsekuensi pada: 

berhentinya aktivitas 

ekonomi yang menyerap 

tenaga kerja di berbagai 

sektor, tak terkecuali 

sektor-sektor informal.

Kinerja ekonomi 

menurun tajam: 

konsumsi terganggu, 

investasi terhambat, 

ekspor-impor 

terkontraksi.

Pertumbuhan ekonomi 

melambat/menurun 

tajam

Volatilitas sektor 

keuangan muncul seiring 

turunnya investor 

confidence dan terjadinya 

flight to quality

Sektor keuangan juga 

terdampak karena 

penurunan kinerja sektor

riil; NPL, profitabilitas dan
solvabilitas perusahaan

mengalami tekanan.



BBAADDAANNKEKEBIJBIJAAKAKANNFFISISKAKALL--KEKEMEMENNTTEERRIAIANN
KEKEUUAANNGGAANNRRII

COVID-19 BERDAMPAK PADA PELEMAHAN PEREKONOMIAN
Hambatan investasi, tereduksinya human capital dan produktivitas, butuh waktu dan biaya 

tambahan untuk me-restart

Public Investment

(fiscal constraints dan naiknya
utang publik)

Private Investment

(Global uncertainty dan 
naiknya utang private)

Productivity

(terganggunya sektor riil, 
penutupan usaha, perdagangan 
terganggunya hubungan kerja 

antara pengusaha yang bekerja

HUMAN CAPITAL

(produktivitas dan inovasi)

(Pandemic (penyakit), PHK, 
penutupan Pendidikan, R&D)

PERTUMBUHAN EKONOMI TERHAMBAT

• Human capital

• SWF

• Digital economic • Social protectionDiperlukan

Reformasi struktural:
• Perpajakan

• Transformasi

ekonomi



Pemerintah memberikan stimulus kredit usaha mikro kecil menengah (UMKM)
sebesar Rp 400 miliar dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal
II/2021 dan mempercepat pemulihan ekonomi tanggal 20 April 2021.

Sebagai informasi, tahun lalu, pemerintah memberikan stimulus kepada UMKM
berupa bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 2,4 juta.

Adapun tahun ini, pemerintah memangkas setengah nilai BLT UMKMitu menjadi Rp

1,2 juta per UMKM dengan kuota 12,8 juta pelaku UMKM yang akan diberi BLT UMKM
2021 dengan total anggaran yang disiapkan sebesar Rp 15,36 triliun.

STIMULUS KREDIT UMKM



Siapa saja yang berhak menerima BLT UMKM2021?

BLT UMKM diperuntukkan bagi semua pelaku usaha mikro yang usahanya terdampak 

selama pandemi COVID-19. Penerima tahun lalu juga akan menerima bantuan kembali 

pada 2021. Pelaku UMKM yang belum menerima juga dapat diusulkan kemudian 

diproses.

Pemerintah mencairkan Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau BLT

UMKM bulan April-Mei 2021. Hal ini untuk memulihkan perekonomian Indonesia di

tengah hantaman resesi akibat pandemi COVID-19.

https://www.sindonews.com/topic/24022/blt-umkm


Syarat Daftar BLT UMKM 2021

- Warga Negara Indonesia (WNI)

- Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)

- Memiliki usaha mikro dan dibuktikan dengan surat usulan calon penerima 

BPUM (Bantuan Produktif Usaha Mikro) dari pengusul BPUM beserta 

lampirannya yang merupakan satu-kesatuan

- Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri, pegawai BUMN dan BUMD

- Tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan Kredit

Usaha Rakyat (KUR)

- Bagi pelaku usaha mikro yang memiliki KTP dan domisili usaha berbeda bisa 

melampirkan Surat Keterangan Usaha atau SKU.



Bagaimana syarat dan prosedur daftar UMKMonline?

 Proses dan cara daftar UMKM untuk mendapatkan BLT UMKM 2021 yakni 

dengan mengajukan langsung ke Dinas Koperasi dan UKM setempat di 

tingkat kabupaten/kota.

 Beberapa PEMDA, sudah memberlakukan daftar UMKM online. Jadi,

pengajuan berkas bisa dilakukan secara online (daftar online

UMKM). Sementara beberapa daerah masih mengharuskan pelaku usaha 

untuk datang langsung guna menyerahkan berkas. Selanjutnya dinas 

tersebut akan menyampaikan ke dinas di tingkat provinsi lalu dilanjutkan ke 

Kemenkop dan UKM Deputi Bidang Usaha Mikro.



Daftar UMKM Online

Jika usaha UMKM ingin memiliki legalitas, maka bisa mengajukan Permohonan

Perizinan Berusaha Perseorangan (Skala Mikro dan Kecil):

-Buka laman https://oss.go.id/portal/informasi/content/panduan_mikro_kecil

-Login di OSS v1.1 melalui (https://oss.go.id) dengan menggunakan akun yang 

telah dimiliki (daftar online UMKM).

-Klik tombol Perizinan Berusaha, klik Perseorangan kemudian pilih untuk skala 

usaha Mikro klik tombol Pendaftaran NIB Perseorangan Mikro. Untuk skala 

usaha Kecil klik tombol Pendaftaran NIB Perseorangan Kecil.

https://oss.go.id/portal/informasi/content/panduan_mikro_kecil


CARA PENGAJUAN

 Dalam proses seleksi, Dinas Koperasi dan UMKM sebagai pengusul akan 

melakukan pembersihan data calon penerima BLT UMKM

 Pembersihan data dilakukan melalui verifikasi identitas kependudukan dan

pengecekan kelengkapan dokumen calon persyaratan

 Apabila tercatat sebagai penerima BPUM, masyarakat bisa menghubungi 

Kantor Cabang BRI terdekat untuk jadwal pencairan. Proses pencairan 

harus tetap ke bank untuk proses validasi, seperti sebelumnya.



CARA CEKPENERIMA

Untuk mengecek status penerima BLT UMKM Bank BRI, masyarakat tak perlu 

datang ke bank, tapi cukup dengan mengunjungi laman 

https://eform.bri.co.id/bpum. Jika tidak termasuk penerima BPUM akan muncul 

notifikasi 'Nomor eKTP tidak terdaftar sebagai penerima BPUM'. Sementara, 

pengecekan penerima BLT UMKM Bank BNI bisa dilakukan melalui laman 

https://banpresbpum.id.



For further queries please send an email to IRU@kemenkeu.go.id

• Dasar hukum bagi pemerintah untuk menyesuaikan
kebijakan fiskal secara fleksibel, termasuk anggaran dan
defisitnya.

• Pemerintah dapat terus melakukan refocussing dan
realokasi anggaran tanpa melalui seluruh proses normal

• Defisit anggaran negara harus dikembalikan ke batas
maksimal 3% pada 2023

Ekspansi fiskal untuk
mengakomodir kebijakan
extraordinary dengan defisit
APBN melebihi batas 3% dari
PDB. Belanja diprioritaskan pada

penanganan kesehatan dan
perlindungan sosial

Merespon kebutuhan
penanganan pandemi COVID-19
serta menjaga stabilitas ekonomi 
dan sistem keuangan, termasuk
menjalankan Program Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN)

1.76% 6.34%
Defisit APBN (thd PDB)

5.07%

Defisit APBN (Rp)
Rp 307,2 tn Rp 1,039.2 tnRp 852.9 tn

Kebutuhan Pembiayaan
Rp 741,8 tn Rp 1,645.3Rp 1,439.8

PERPPU 1/2020 (31 March 2020)
UU 2/2020 (18 May 2020) Perpres No. 54/2020 Perpres No. 72/2020

Perpres No. 54/2020 Perpres No. 72/2020

Initial Budget
UU No. 20/2019 

LANGKAH RESPONSIF PEMERINTAH DALAMMENANGANI PERISTIWA
EXTRAORDINARY

mailto:IRU@kemenkeu.go.id


AKSELERASI PEMULIHAN & 
REFORMASI

• Mengakselerasi pemulihan dari dampak 
pandemi

• Mendorong transformasi melalui reformasi, 
menjaga agenda pembangunan

2021

“REOPENING/RECOVERY”

Komitmen untuk dapat mengatasi 
COVID-19 dan jump-start

ekonomi

PEMBERIAN STIMULUS 
MENDUKUNG REOPENING

• PEN serta perluasan dan penyesuaiannya
agar lebih implementatif sehingga dapat
segera dieksekusi

IMMEDIATE RESPONSE:
KEBIJAKAN EXTRAORDINARY

• Perpu No.1/2020 menjadi UU No.2/2020;
• Stimulus penanganan COVID-19 dan Program 

PEN, deisit APBN melebar 6,34% PDB

2020
BADAN KEBIJAKAN FISKAL - KEMENTERIAN KEUANGAN RI

APBN ADALAH INSTRUMEN PENTING MENDUKUNG PEMULIHAN

“REFORM& AKSELERASI”

momentum untuk reformasi 
penguatan fondasi

“EXTRAORDINARY ”

Untuk merespons dampak COVID-
19 sebagai kejadian luar biasa



BADAN KEBIJAKAN FISKAL - KEMENTERIAN KEUANGAN RI

ARAH KEBIJAKAN FISKAL 2021
merespon dinamika perekonomian, menjawab tantangan dan mendukung target 

pembangunan

EFEKTIFITAS

PENANANGANAN

COVID-19

AKSELERASI

PEMULIHAN

EKONOMI

EXIT STRATEGY

MIDDLE INCOME

TRAP

ANTISIPASI

UNCERTAINTY

FLEKSIBILITAS

FISKAL YANG

PRUDENT &

SUSTAINABLE

EKSPANSIF KONSOLIDATIF

PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI DAN

PENGUATAN REFORMASI



BADAN KEBIJAKAN FISKAL - KEMENTERIAN KEUANGAN RI

POSTUR APBN 2021
Kebijakan fiskal ekspansif-konsolidatif untuk Akselerasi Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi

Tingkat Kemiskinan

9,2 – 9,7%
Tingkat Pengangguran

7,7 – 9,1%
Rasio Gini

0,377 – 0,379
IPM
72,78-72,95

Pendapatan
Negara1.743,6

Perpajakan1.444,5

PNBP298,2

Hibah0,9

Belanja
Negara 2.750,0

Bel. Pusat 1.954,5

TKDD 795,5

Pembiayaan
1.006,4 Defisit 5,7% PDB

Growth

5%

Inflasi 

3,0%

SBN 10 Thn

7,29%

Nilai Tukar

Rp14.600/USD

ICP

45 US$/barel

Lifting Minyak
705rb barel/hr

Lifting Gas
1.007rb barel/hr
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KEBIJAKAN
STRATEGIS
APBN 2021
mendukung akselerasi 
pemulihan & transformasi 
ekonomi menuju Indonesia 
Maju

PENDIDIKAN 
(Rp550,0T)

• Peningkatan skor PISA

• Penguatan PAUD,

• Peningkatan kompetensi guru.

Melalui belanja Pem. Pusat & TKDD: 
BOS, Dana Desa untuk PAUD, PIP, 
Tunjangan Guru, Bidik Misi/KIP Kuliah, 
LPDP.

PERLINDUNGAN 
SOSIAL (Rp408,7T)

• Melanjutkan perlinsos,

• Reformasi secara bertahap: perlinsos 
komprehensif berbasis siklus hidup 
dan antisipasi aging population,

• Penyempurnaan DTKS.

Prioritas 2021 a.l. PKH (10 juta KPM), 
Bansos Tunai (9 juta KPM), Kartu 
Sembako (20 juta KPM), PBI JKN (96,8 
juta jiwa).

KETAHANAN PANGAN
(Rp99,0T)

• Meningkatkan produksi pangan 
(padi, jagung, kedelai, daging, dll),

• Revitalisasi sistem pangan nasional, 
dan

• Pengembangan Food Estate (Kalteng,
Sumsel, Papua)

KESEHATAN 
(Rp169,7T)

• Akselerasi pemulihan kesehatan 
akibat Covid-19,

• Reformasi JKN,

•Health Security Preparedness Prioritas
2021: antisipasi pengadaan vaksin &
vaksinasi, pemenuhan 
sarpras/lab/litbang/PCR, bantuan 
iuran peserta PBI JKN, 
pembangunan/rehab Puskesmas & RS, 
BOK.

BIDANG TIK 
(Rp26,0T)

• Optimalisasi memanfaatkan TIK untuk
mendukung dan meningkatkan kualitas
layanan publik (efisiensi, kemudahan dan

percepatan)

• Prioritas a.l. Penyediaan BTS 5.53 lokasi 

desa, Penyediaan akses internet di 12.377

lokasi layanan publik, Pusat Data

Nasional, dll.

PARIWISATA
(Rp15,0T)

• Mendorong pemulihan sektor 
pariwisata dengan fokus 5 kawasan 
super prioritas (Danau Toba, 
Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, 
Likupang)

• Pengembangan skema KPBU

INFRASTRUKTUR 
(Rp417,8T)

• Penyediaan layanan dasar (rusun, 
bendungan, akses sanitasi, jaringan 
irigasi)

• Peningkatan konektivitas (jalan,
jembatan, bandara, rek kereta)

• Dukungan pemulihan ekonomi serta
melanjutkan program prioritas yang
tertunda.



4 For further queries please send an email to IRU@kemenkeu.go.id

DI MASA DEPAN, tekanan ekonomi mungkin 
menjadi lebih tidak terduga, mendorong 
pembangunan ekonomi yang berkelanjutan 
menjadi sangat penting

Normalisasi 

The Fed

Perang 

Dagang

Global Financial

Crisis

Krisis

Utang

Isu Geopolitik

Tekanan 

Domestik

SEBELUM COVID-19, tantangan perekonomian 
global berasal dari isu ekonomi dan politik yang 
penuh tantangan dalam beberapa tahun terakhir.

COVID-19 menjadi krisis yang belum pernah 
terjadi sebelumnya yang memberikan 
guncangan pada sisi permintaan dan 
penawaran, serta memberikan efek domino 
ke berbagai aspek.

KESEHATAN SOSIAL

EKONOMI KEUANGAN

Dampak Perubahan 

Iklim?

Disrupsi 

Teknologi?

Beberapa tahun ke belakang Saat ini (Pandemic COVID-19) Masa Depan (Volatile & Uncertainty)

TANTANGANPEREKONOMIANDUNIA

mailto:IRU@kemenkeu.go.id


STIMULUSLAIN : OJK

Peraturan OJK (POJK) tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan

Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19),

o Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak 

penyebaran COVID-19, termasuk dalam hal ini adalah debitur UMKM.

o Kebijakan stimulus dimaksud terdiri dari:

a. Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau

bunga untuk kredit s.d Rp10 miliar; dan

b. Bank dapat melakukan restrukturisasi untuk seluruh kredit/pembiayaan tanpa melihat batasan plafon kredit atau jenis

debitur, termasuk debitur UMKM. Kualitas kredit/pembiayaan yang dilakukan restrukturisasi ditetapkan lancar setelah 

direstrukturisasi.

o Untuk debitur UMKM, Bank juga dapat menerapkan 2 kebijakan stimulus tersebut, yaitu:

a. Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain berdasarkan ketepatan membayar pokok dan/atau bunga;

dan

b. Melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan UMKM tersebut, dengan kualitas yang dapat langsung menjadi Lancar 

setelah dilakukan restrukturisasi kredit.



ProgramPemulihan EkonomiNasional (PEN)

Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau di singkat PEN, menjadi salah satu cara

yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk keluar dari pandemi ini.

Menurut Kementerian Koordinator Perekonomian sudah ada Rp 172,35 triliun atau 

sekitar 24,6% dari pagu untuk realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi 

Nasional yang sudah dicatatkan per tanggal 11 Mei 2021.

Jika pemerintah ingin meningkatkan dalam penyerapan dari program Pemulihan 

Ekonomi Nasional, pemerintah perlu mengoptimalkan kontribusi sektor-sektor

yang selama ini menjadi penyumbang penerimaan, seperti sektor manufaktur maupun 

sektor perdagangan besar dan perlu adanya sosialisasi lebih mendalam mengenai 

program insentif pajak kepada para wajib pajak (Perkoppi, 2021)



A. Stimulus Fiskal (Rangkuman)

Kebijakan Tujuan Sektor Terkait Peraturan Terkait Dampak + Implikasi

1. Relaksasi PPh Ps 21 
selama 6 bulan 
(untuk pekerja 
industri 
pengolahan)

Membantu likuiditas pekerja 
pada sektor terkait

Sektor
pengolahan
(manufaktu
r)

Penerbitan PMK baru seperti halnya 
PPh Ps 21 DTP atas penghasilan 
pekerja pada kategori usaha 
tertentu (PMK-43/ PMK.03/2009).

Memberikan tambahan penghasilan 
bagi para pekerja di sektor industri 
pengolahan untuk mempertahankan 
daya beli.

Ditanggung Pemerintah: Rp 8,6 trillun

2. Relaksasi PPh Ps 22 
Impor selama 6 
bulan

Memberikan ruang cashflow bagi 
industri sebagai kompensasi 
switching cost pemindahan 
negara asal impor

• 19 Sektor tertentu
• WP KITE
• WP KITE IKM

PER-1/PJ/2011 tentang TataCara 
Pengajuan Permohonan 
Pembebasan dari Pemotong 
dan/atau Pemungutan Pajak 
Penghasilan oleh Pihak Lain

Stimulus bagi industri sektor tertentu 
untuk tetap mempertahankan laju 
impornya.

Besaran penundaan: Rp 8,15 triliun

3. Pengurangan PPh 
Ps 25 sebesar 
30% selama 6 
bulan

Memberikan ruang cashflow bagi 
industri sebagai kompensasi 
switching cost pemindahan 
negara asal impor dan ekspansi 
negara tujuan ekspor

s.d.a. Penerbitan PMK seperti halnya
PMK- 124/PMK.011/2013

Stabilitas ekonomi dalam negeri 
dapat terjaga dan diharapkan 
ekspor dapat meningkat

Besaran penundaan: Rp 4,2 triliun

4. Relaksasi
restitusi PPN 
dipercepat 
selama 6 
bulan

Membantu likuiditas perusahaan 
yang terdampak wabah COVID-19

s.d.a. PMK No. 39/PMK.03/2018 stdd PMK
No. 117/PMK.03/ 2019 tentang 
TataCara Pengembalian 
Pendahuluan Kelebihan 
Pembayaran Pajak

Dengan adanya percepatan restitusi, WP 
dapat lebih optimal dalam manajemen kas.

Besaran Restitusi: Rp 1,97 triliun



oB.
S

timulus N n-Fiskal (Rangkuman)

No Kebijakan Latar Belakang Penjelasan Kebijakan Rencana Aksi

1 Penyederhanaan
/ Pengurangan
Lartas Ekspor

Untuk meningkatkan kelancaran ekspor dan daya saing 
produk ekspor, perlu simplifikasi proses ekspor, melalui 
pengurangan/penurunan jumlah perizinan (lartas) 
ekspor.

Pengurangan Lartas Ekspor sejumlah 749 HS (55,19%) dari jumlah Lartas 
Ekspor Existing (1357 HS) atau 6,91% dari BTKI 2017:
• Ikan dan Produk Ikan (Health Certificate) 

443 HS / 4,09 % dari total BTKI 2017
• Produk Industri 

Kehutanan (V-Legal) 
306 HS / 2,82% dari 
total BTKI

Dokumen Health Certificate dan V-Legal tidak lagi menjadi dokumen 
persyaratan ekspor. Eksportir yang memerlukan untuk kepentingan 
persyaratan di negara tujuan ekspor tetap mengurus dokumen tersebut. 
Contoh: V-Legal untuk tujuan Uni Eropa.

• Permendag 38/2017 – Produk 
Industri Kehutanan – V-Legal

• Permen Kelautan dan 
Perikanan 18/2018–
Perikanan – Health 
Certificate

2 Penyederhanaan
/ Pengurangan
Lartas Impor

Untuk meningkatkan kelancaran impor bahan baku dan 
daya saing, perlu simplifikasi proses impor, melalui 
pengurangan/penurunan jumlah perizinan (lartas) 
impor.

• Pengurangan Jumlah Lartas impor, untuk perusahaan yang berstatus
sebagai produsen. Untuk tahap awal akan diterapkan kepada komoditi
Besi Baja.

• Simplifikasi peraturan yang diatur lebih dari satu Kementerian Lembaga
(duplikasi) dengan komoditi berupa: Hortikultura, Hewan dan Produk
Hewan, serta Obat, Bahan Obat dan Makanan

• Pengurangan jumlah Lartas Impor untuk Produk Pangan Strategis yang
digunakan dalam indsutri Manufaktur, seperti garam industri, gula,
tepung, jagung, daging, kentang dll.

Simplifikasi peraturan yang diatur lebih
dari satu K/L (duplikasi) dengan komoditi
berupa :
• Hortikultura– Permendag 44 / 2019
• Hewan Produk Hewan - Permendag 

72/2019
• Obat, Bahan Obat dan Makanan -

Perka BPOM 30 / 2017 – Perka BPOM 
29/2017

3 Percepatan 
Proses Ekspor-
Impor untuk 
Reputable 
Trader

Pemerintah perlu membedakan perlakuan (layanan
dan pengawasan) kepada pelaku usaha (importir dan
eksportir) berdasarkan reputasinya/tingkat kepatuhan.
Reputable traders terdiri dari:
1. Mitra Utama Kepabeanan (MITA) sebanyak 626 

perusahaan
2. Authorized Economic Operator (AEO), sebanyak 

109 perusahaan.

• Lartas untuk reputable traders diproses dengan auto respon atau auto 
approval.

• PenghapusanLaporan Surveyor terhadap komoditas yang diwajibkan.
• Bea Cukai mengirimkan Laporan Realisasi Impor kepada K/L terkait.

• Kementerian Lembaga 
menindaklanjuti untuk melakukan 
perubahan (Minggu ke - 4 Maret 
2020)

• Implementasi Kebijakan (1 April 2020)

4 Percepatan 
Proses Ekspor-
Impor melalui 
National 
Logistics 
Ecosystem

Indonesia perlu meningkatkan efisiensi khususnya di
bidang logistik untuk meningkatkan daya saing yang
setara dengan negara-negara satu peers.
Ukuran keberhasilan yang bisa digunakan antara lain:
EoDB, Logistic Index dll.

• Membuat platform logistik tunggal yang mengkolaborasikan system atau
klaster logistic yang ada sekarang, yang meliputi platform layanan
pemerintah (G2G) dan platform bisnis (B2B). Platform ini menjadi alat
untuk memonitor janji layanan (SLA) dan standar teknis lainnya.

• Kemenko Perekonomian mengkoordinasikan K/L terkait (a.l. Kemenkeu,

• Kolaborasi Penebusan Delivery 
Order (DO) Online dan Penerbitan 
Surat Penyerahan Petikemas (SP2).

• Kolaborasi Reputable Traders
antara DJBC – Kementerian



C. Stimulus Sektor
Keuan

gan (Rangkuman)

Kebijakan Tujuan Pokok-Pokok Kebijakan Tindak Lanjut

1. Stimulus
Perekonomian 
Nasional sebagai 
Kebijakan 
Countercyclical 
Dampak 
Penyebaran 
Coronavirus 
Disease 2019 
(Covid-19)

Untuk mendorong 
optimalisasi fungsi 
intermediasi perbankan, 
menjaga stabilitas sistem 
keuangan, dan 
mendukung 
pertumbuhan ekonomi 
terutama sektor UMKM

Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan
ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19, terutama
debitur UMKM.

Kebijakan stimulus dimaksud terdiri dari:

a. Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain, hanya 
berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit s.d 
Rp10 miliar; dan

b. Bank dapat melakukan restrukturisasi untuk seluruh kredit/pembiayaan 
tanpa melihat batasan plafon kredit atau jenis debitur, terutama debitur 
UMKM.

Untuk debitur UMKM, Bank dapat menerapkan 2 kebijakan stimulus 
tersebut, yaitu:

a. Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain berdasarkan
ketepatan membayar pokok dan/atau bunga; dan

b. Melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan UMKM tersebut, dengan 
kualitas yang dapat langsung menjadi Lancar setelah dilakukan restrukturisasi 
kredit.

Penerbitan Peraturan OJK (POJK) 
tentang Stimulus Perekonomian 
Nasional sebagai Kebijakan 
Countercyclical Dampak 
Penyebaran Coronavirus Disease 
2019 (Covid-19)

2. Relaksasi
Program 
Jaminan pada 
BPJAMSOSTEK

Memberikan 
dukungan bagi dunia 
usaha yang terdampak 
perlambatan ekonomi 
akibat wabah COVID-
19

a. BPJAMSOSTEK  mendukung  upaya  Pemerintah  dalam  melaksanakan 
relaksasi keuangan bagi dunia usaha

b. Pemberian stimulus akan dilakukan pembahasan lebih lanjut, yang
formulasinya tidak mempengaruhi manfaat kepada peserta dan tidak
mengganggu ketahanan dana program jaminan sosial.

a. Penerbitan Perubahan 
PMK tentang Dana 
Operasional 
BPJAMSOSTEK tahun 
2020.

b. Penerbitan Permen Naker 
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